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BUNTUT PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA CPPPK

Ombudsman Awasi Tindakan Korektif
TERKAIT PENYALAHGUNAAN TKD

Jagabaya Caturtunggal Divonis 4,5 Tahun

TIGA TAHUN DIBURU TIM TANGKAP BURON

DPO Penipuan Haji Khusus Ditangkap

JAKARTA (KR) - Pengawasan te-

rus dilakukan Ombudsman RI atas

tindakan korektif terhadap malad-

ministrasi pembatalan kelulusan 532

peserta seleksi calon pegawai peme-

rintah dengan perjanjian kerja

(CPPPK) berijazah D4 bidan pen-

didik menjadi aparatur sipil negara

(ASN). Terkait hal itu, Ombudsman

memberikan waktu selama 30 hari

kerja kepada terlapor.

”Jika dalam waktu itu tak ada tin-

dakan korektif, Ombudsman akan

bergerak ke level yang lebih tinggi

dari proses di tingkatan ini,” kata

Anggota Ombudsman RI Robert Na

Endi Jaweng di Jakarta, Kamis (8/8).

Dalam acara Bincang Media berta-

juk Update Pengawasan Ombuds-

man RI pada Bidang Kepegawaian,

Robert menyebutkan pemberian

waktu selama 30 hari kerja kepada

terlapor maladministrasi, yakni Ba-

dan Kepegawaian Negara (BKN) dan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

adalah untuk melaksanakan tindak-

an korektif tersebut. 

Ombudsman turut meminta

Menteri Kesehatan (Menkes) mela-

kukan pengawasan atas pelaksana-

an tindakan korektif. ”Sedangkan

Ombudsman akan melaksanakan

pengawasan, konsultasi, dan koordi-

nasi terkait pelaksanaan korektif,” je-

las Robert.

Tindakan korektif dimaksud, me-

nurutnya, adalah meminta Direktur

Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen

Nakes) Kemenkes untuk mengako-

modasi lulusan D4 bidan pendidik

dalam mengisi formasi bidan ahli

pertama dalam seleksi CPPPK tena-

ga kesehatan tahun 2023. Selain itu

berkoordinasi dengan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

guna memastikan ketersediaan for-

masi bidan ahli tahun 2023.

Robert mengatakan, tindakan ko-

rektif selanjutnya, meminta Pelaksa-

na tugas (Plt) BKN untuk mengem-

balikan status kelulusan peserta se-

leksi D4 bidan pendidik dalam meng-

isi formasi bidan ahli pertama dalam

seleksi CPPPK tenaga kesehatan

tahun 2023 dan berkoordinasi de-

ngan Kementerian PAN-RB guna

memastikan ketersediaan formasi

bidan ahli tahun 2023. ”Mereka kan

sudah lulus dan dianulir. Karena itu,

kami minta untuk dikembalikan sta-

tus kelulusannya dalam formasi

2023,” kata Robert.  (Ful)-d

Kasi Penerangan Hukum

Herwatan SH, Kamis (8/8)

mengungkap, dari tuntutan

jaksa penuntut umum sela-

ma 2 tahun, terpidana divo-

nis majelis hakim PN Sle-

man selama 1 tahun dan 8

bulan karena terbukti me-

lakukan penipuan. Atas pu-

tusan itu, terpidana menya-

takan banding, namun pu-

tusan PT Yogya justru

menjatuhkan pidana pen-

jara selama 2 tahun. 

”Atas putusan itu, terpi-

dana menyatakan Kasasi.

Namun Mahkamah Agung

menolak permohonan

kasasi dari terpidana,”

ungkapnya.

Pada saat akan dilaku-

kan eksekusi, terpidana ti-

dak ada di rumah. Kemu-

dian ditetapkan sebagai

DPO sejak 2021. Rabu

(7/8) siang, terpidana di-

tangkap di rumahnya

Ngaglik Sleman yang juga

dipergunakan sebagai

tempat rental mobil.

”Saat ditangkap, terpi-

dana bersikap kooperatif.

Setelah dilakukan peme-

riksaan kesehatan, terpi-

dana di eksekusi di Lem-

baga Pemasyarakatan Ke-

las IIB Sleman,” terang-

nya.

Dijelaskan Herwatan,

dalam kasus ini terpidana

menawarkan ke korban

Yennie Agustien untuk be-

rangkat haji khusus/plus

tahun 2018 langsung be-

rangkat dengan biaya Rp

138 juta perorang. Korban

tertarik karena dikatakan

terdakwa bisa langsung

berangkat setelah pemba-

yaran lunas.

”Korban menyatakan

ikut untuk 2 orang bersa-

ma suaminya. Selanjut-

nya korban membayar un-

tuk 2 orang dengan cara

mengangsur baik diserah-

kan secara langsung kepa-

da terdakwa maupun me-

lalui transfer ke rekening

PT Berkat Limpah Bersa-

ma hingga tanggal 18

April 2018 berjumlah Rp

276 juta,” terangnya.

Pada tanggal 12 Agus-

tus 2018, korban ditelepon

suami terpidana yang me-

ngatakan  apabila korban

ingin berangkat haji plus

tahun 2018 harus ada pe-

nambahan uang sebesar

Rp 101.530.000 untuk 2

orang dan korban menye-

tujuinya. Pada tanggal 14

Agustus 2018 mentransfer

uang Rp 101.530.000 ke

nomor rekening terdakwa,

sehingga jumlah total

uang yang telah korban

berikan kepada terdakwa

sebanyak Rp 377.530.000.

Kemudian korban dijan-

jikan oleh terdakwa akan

berangkat haji plus 16

Agustus 2018.

”Hari H, korban meneri-

ma telepon suami terpi-

YOGYA (KR) - Jagabaya Kalurahan

Caturtunggal Depok Sleman Andi Sofyan

SP MPd divonis 4,5 tahun penjara dan

denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurun-

gan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor

Yogya, Kamis (8/8). Terdakwa juga di-

hukum membayar uang pengganti Rp 175

juta subsider 1 tahun kurungan.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY

Herwatan SH menerangkan, putusan ma-

jelis hakim Pengadilan Tipikor terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korup-

si secara bersama-sama sebagaimana

dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Thn 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Vonis itu lebih ringan dari tuntut-

an Jaksa Penuntut Umum dengan pidana

penjara selama tujuh tahun enam bulan

dan pidana Rp 300 juta. Selain itu memin-

ta terdakwa membayar uang pengganti

sebesar Rp 175 juta subsider 4 tahun ku-

rungan.

Perkara itu dilakukan terdakwa Andi

Sofyan selaku Jagabaya Kalurahan

Caturtunggal Depok  Sleman pada kurun

waktu tahun 2020 sampai dengan 2023

bersama dengan saksi Robinson Saalino

dan Saksi Agus Santoso (terdakwa/terpi-

dana dalam berkas perkara terpisah).

Terdakwa tidak melakukan pengawasan

terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa di

Kalurahan Caturtunggal. Sehingga saksi

Robinson Saalino menggunakan Tanah

Kas Desa tanpa izin Gubernur DIY.

Pemanfaatan tanah kas desa di luar pe-

runtukan yaitu untuk rumah hunian se-

hingga mengakibatkan Kalurahan Catur-

tunggal kehilangan haknya berupa pen-

dapatan kalurahan. Perbuatan terdakwa

Andi Sofyan telah merugikan keuangan

negara sebesar Rp 2.952.002.940,00. 

(Sni)-d

SLEMAN (KR) - Tim Tangkap Buron
(Tabur) Kejati DIY berhasil menangkap ter-
pidana penipuan pemberangkatan calon haji
khusus atau plus, Vinny Shintia Dewi (44) di
Ngaglik Sleman. Terpidana merupakan
DPO dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman
sejak 3 tahun yang lalu.

KR-Istimewa

Terpidana diamankan oleh Tim Tabur Kejati DIY dan Kejari Sleman. 

dana  yang mengatakan ada pembatalan

keberangkatan haji khusus karena visa

tidak disetujui oleh Negara Arab Saudi.

Terpidana menyatakan akan mengem-

balikan seluruh uang korban tanpa ada

potongan dalam waktu 14 hari, namun

pada kenyataannya sampai dengan

sekarang uang tersebut tidak pernah

dikembalikan. Dan ternyata terpidana

tidak memiliki izin dan tidak pernah

mengurus keberangkatan haji korban,”

pungkasnya. (Sni)-f


